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Kondisi Hutan Produksi di Kabupaten Kerinci
±70% sudah ditempati masyarakat untuk kegiatan
perkebunan dan pertanian., maka status hutan
produksi di Kabupaten Kerinci lebih dikenal dengan
Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat
(HP3M). Melalui SK Menteri Kehutanan Nomor: 
SK.960/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 
menetapkan KPHP Kerinci (Unit I) menjadi KPHP 
Model dengan luas ± 34.250 hektar. 
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Permasalahan Kehutanan
Kabupaten Kerinci

Ekonomi Masyarakat Kebijakan Pemerintah

Kawasan Hutan

TEKANAN !!

TUTUPAN HUTAN 
MENJADI KRITIS 



Wilayah Kritis KPHP Kerinci
Sumber : Analisis Citra Landsat 2015 



Lahan Kritis



Luas Hutan Adat Biang
Sari = 180, 63 Ha

KPH-FFI Merangin Project-
Masyarakat

PES di Hutan Adat Biangsari Pengasi
Baru



TAHAPAN

Penyiapan Wilayah Kelola

Penyiapan Kelembagaan

Penyiapan Program



REDD+ HUTAN ADAT BIANG SARI/ 
Penghitungan Karbon

Deskripsi Lokasi

Luas Hutan Adat Biang Sari = 180,63 ha

Luas Zona Rehabilitasi (Tanah Adat Biang 
Sari) = 113,50 hektar

Luas Zona Leakage Pengasi Baru

• Hutan adat Biang Sari = 67,13 
ha



REDD+ HUTAN ADAT BIANG SARI/ 
Penghitungan Karbon

LANDASAN HUKUM DAN ATURAN

• Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh CFES 
dan LPHA pada ini mengacu kepada:

• Peraturan perundangan di Indonesia mengenai
kehutanan, konservasi keanekaragaman hayati, 
pengelolaan lingkungan, dan penurunan emisi gas 
rumah kaca (GRK).

• Persyaratan yang ditetapkan Plan Vivo Foundation 
dalam hal pemberian insentif imbalan dana bagi
masyarakat pengelola hutan dan pemantauan
manfaat jasa ekosistem hutan.

• Peran dan tanggung jawab LPHA beserta kelompok
kegiatan sebagai syarat pembayaran dana imbal jasa
ekosistem hutan.



Pelaksanaan Lapangan

Baseline

Kerapatan pohon yang ada di kawasan 
tanah adat : 26 pohon per hektar

Stok karbon yang ada di kawasan tanah 
adat : 21,54 ton C/ha



Skenario Proyek

Melakukan penanaman di zona rehabilitasi 
seluas 113,5 ha dengan target 400 batang per 
hektar dengan komposisi sebagai berikut.

• Nangka (Artocarpus heterophyllus) : 100 pohon per 
hektar

• Cempedak (Artocarpus integer) : 100 pohon per hektar

• Durian (Durio zibethinus) : 100 pohon per hektar

• Jengkol (Pithecellobium jiringa) : 100 pohon per hektar



Penyerapan karbon yang terjadi adalah sebagai 
berikut;

• Total penyerapan karbon selama 15 tahun : 
63.189,36 ton CO2e

• Total penyerapan karbon per tahun : 4.212,62 
ton CO2e

• Total penyerapan karbon per hektar per tahun 
: 37,12 ton CO2e



Indikator Pembayaran

Indikator Pembayaran %

Kerapatan penanaman lebih dari 400 pohon per hektar 100%

Kerapatan penanaman lebih dari 300 namun kurang dari 
400 pohon per hektar

50%

Kerapatan penanaman kurang dari 300 pohon per hektar 0%



Jadwal Nilai Pembayaran

TAHUN 100% 50% 0%

2017 Rp. 100 Juta Rp. 50 Juta 0

2018 Rp. 100 Juta Rp. 50 Juta 0

2019 Rp. 100 Juta Rp. 50 Juta 0



Figure G1-1. Illustration of a complex multi strata agroforest
model in HA Biang Sari





• Kelompok Perempuan;

• Kelompok Pemuda;

• Kelompok Adat;

• Kelompok Pemdes

KELOMPOK PENERIMA MANFAAT



•Agroforestry

• ProdukMandiri

• Sertifikasi
Karbon Plan VivoSertifikasi

EXIT STRATEGY





KEGIATAN LAIN:

1.  Kebun Bibit Tanaman Unggulan Lokal, MPTS



2. Rehabilitasi lahan Kritis

• Pola Agroforestri

• Tanaman MPTS dan Kayu-kayuan (bibit
unggulan/okulasi)

• Insentif (tergantung jumlah pertumbuhan
tanaman)



HP APL

Areal

Jenis Komoditi

Kayu MPTS

Kayu Pacat

Surian

Kayu Manis

Sembulun



3. Pemberdayaan Kelompok Perempuan



4. Perhutanan Sosial




